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Menimbang : a.

BUPATI KATINGAN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,

Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan rancangan peraturan

daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada

DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan

Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah

tahun anggaran berakhir;

bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana

dimaksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan

Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2Ol4;

bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan
b diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

b.

c.



3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor

12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2OO2 tentang Pembentukan

Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara,

Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten

Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito

Utara Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 18 Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor a18O);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2OO2 tentang Komisi

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 137, Tarnbahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor a25O);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor

5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aaO$;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor LO4, Tarnbahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor aa2\;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

8.

9.



2OO9 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 50a9);

1 1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2OO9 tentang Pengadilan Tindak

Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9

Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5O7fl;

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OlI tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2oll Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor S%fl;

13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5587);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2OOl tentang Pembinaan

dan Pengawasan atas Penyelenggaran Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOl Nomor 41,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4O9Ol;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tah:un 2OO4 tentang Kedudukan

Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2OO4 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali,

terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2l Tahun 2OOT

tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24

Tahun 2OO4 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Ralryat Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47121;'

16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor a5O2l;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

a57o);



18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor !97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor a575);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4576lr sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2OlO tentang Sistem

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2OlO Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5155);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah

Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor a577);

2l.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 20O5 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor a578);

22.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman

Pen5rusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

23.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor a6lfl;

24.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan arttara Pemerintah, Pemerintahan Daerah

Provinsi dan Pemerintahan Daerah KabupatenlKota (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a737);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2OO8 tentang Pedoman

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a815);



26.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2OlO tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2010 Nomor L23, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5165);

2T.Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2008

tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi

Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah

Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 3);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2OO9

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran

Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2OO9 Nomor 1);

2g.Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2Ol4 tentang Perubahan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2OL4

(Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2Ol4 Nomor 42);

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah

diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 2I Tahun 2OLL tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2013 tentang

Pedoman Pen5rusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2OL4;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KATINGAN

dan

BUPATI KATINGAN

MEMUTUSKAN :

MenetapKan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PEI-AKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014



BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan

pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas

otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-

luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai

penyelenggara Pemerintah Daerah;

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD

adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah;

4. Bupati adalah Bupati Katingan;

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya

disebut APBD adalah Rancangan Keuangan Tahunan Pemerintah

Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah

daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

6. Pertanggungjawaban adalah Laporan Keuangan yang disusun

sesuai Standar Akuntansi Pemerintah yang terdiri atas Laporan

Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas

Laporan Keuangan;

7. Laporan Realisasi Anggaran adalah Laporan yang menyajikan

ikhtisar sumber alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi

yang dikelola oleh Pemerintah Fusat/Daerah dalam satu periode

pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan
perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu
periode pelaporan;

B. Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan

mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu;

9. Laporan Arus Kas adalah Laporan yang menyajikan informasi

mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas



selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada

tanggal pelaporan;

10. Catatan Atas Laporan Keuangan adalah Laporan yang menya,jikan

penjelasan atau daftar terperinci atau analisa atas nilai suatu pos

yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan

Laporan Arus Kas. Termasuk pula dalam Catatan Atas Laporan

Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan

dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta

pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk

penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban

kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya.

BAB II

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 2

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan

memuat :

a. Laporan realisasi anggaran;

b. Neraca;

c. Laporan arus kas; dan

d. Catatan atas laporan keuangan

(21 Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri

dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan

usaha milik daerah / perusahaan daerah.

Pasal 3

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

ayat (1) huruf a tahun anggaran 2OI4 sebagai berikut :

a. Pendapatan

b. Belanja

Surplus/Defisit

933.1 18.983.048,86

955.517.558.528,67
(22.398.575.479,81],

c. Penerimaan Pembiayaan 794.657.435.429,22

Pengeluaran Pembiayaan 4.5OO.OOO.0OO,O0

Pembiayaan Neto 1'90.157.435.429,22

Pasal 4

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 sebagai berikut :



Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah

Rp. 16.208.1t2.234,49 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pendapatan setelah

perubahan

b. Realisasi

Selisih anggaran dengan

Rp. 148.050.7 47 .7 t4,92 dengan

a. Anggaran belanja setelah

perubahan

b. Realisasi

Rp. 916.910.870.8L4,37

Rp. 933.118.983.048,86

Selisih lebih / (kurang) Rp. (16.208.L12.234,491

realisasi belanja sejumlah

rincian sebagai berikut :

Rp. 1.103.568.306.243,59

Rp. 955.5 L7 .558.528,67

Selisih lebih / (kurang) Rp. 148.05O.747.714,92

Selisih anggaran dengan realisasi surplus / defisit sejumlah

Rp. 164.258.859.949,41dengan rincian sebagai berikut :

Surplus/ Defisit setelah
Perubahan
Realisasi

Selisih lebih / (kurang) t64.258.859.949 ,47

Rp.

Rp.

Rp.

(186.657 .435.429,22)
(22.398.57 5.479 ,8rl

Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan

sejumlah Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran penerimaan

pembiayaan setelah perubahan Rp. 194.657.435.429,22

b. Realisasi Rp. 194.657.435.429,22

Selisih lebih / (kurang) Rp. o,o0

Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan

sejumlah Rp. 3.500.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pengeluaran

pembiayaan setelah perubahan RP.

b. Realisasi RP.

setelah perubahan

b. Realisasi

8.O00.oo0.000,o0

4.500.000.000,00

Rp. 186.657 .435.429,22

Rp. l9O.L57 .435.429 ,22

Selisih lebih / (kurang) Rp. 3.500.000.000,00

Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah

Rp. 3.500.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pembiayaan neto

Selisih lebih / (kurang) Rp. (3.5O0.0O0.000,oo)



Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf b per

31 Desember Tahun 2014 sebagai berikut :

a. Jumlah aset Rp. 3.302.534.832.956,29

b. Jumlah kewajiban Rp. 5.399.000,00

c. Jumlah ekuitas dana Rp. 3 .3O2 .529 .433 .956 ,29

Pasal 6

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf

c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun

2Ol4 Sebagai berikut :

a. Saldo kas awal per 1 Januari tahun

2Ol4 Rp. 194.57 I .5O9 .088,22

b. Arus kas dari aktivitas operasi Rp. 300.524.667.288,65

c. Arus kas dari aktivitas investasi

aset non-keuangan Rp. (322.923.242.768,46)

d. Arus kas dari aktivitas

pembiayaan Rp. (4.500.000.000,00)

e. Arus kas dari aktivitas non-

anggaran Rp. (471.034.563,00)

f. Saldo kas akhir per 31 Desember

tahun 2OI4 Rp. 167 .758.859.949,41

Pasal 7

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal t huruf
d tahun anggaran 2Ol4 memuat informasi baik secara kuantitatif
maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 8

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud
pada Pasal 2 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

(2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) terdiri dari :

a. Lampiran I : Laporan realisasi anggaran

Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran

menurut urusan pemerintahan daerah dan

organisasi;

Larr:piranl.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut

urusan pemerintahan daerah, organisasi,

pendapatan, belanja dan pembiayaan;



Lampiran I.3

Lampiran 1.4

Lampiran I.5

Lampiran I.6

Lampiran I.7

Lampiran I.8

Lampiran I.9

Lampiran I.10

Lampiran I.11

b. Lampiran II

c. Lampiran III

d. Lampiran IV

Rekapitulasi realisasi anggaran belanja

daerah menurut urusan pemerintahan

daerah, organisasi, program dan kegiatan;

Rekapitulasi realisasi anggaran belanja

daerah untuk keselarasan dan keterpaduan

urusan pemerintahan daerah dan fungsi

dalam kerangka pengelolaan keuangan

negara;

Daftar piutang daerah;

Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;

Daftar realisasi penambahan dan

pengurangan aset tetap daerah;

Daftar realisasi penambahan dan

pengurangan aset lainnya;

Daftar kegiatan-kegiatan yang belum

diselesaikan sampai akhir tahun dan

dianggarkan kembali dalam tahun anggaran

berikutnya;

Daftar dana cadangan daerah ;dan

Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Neraca

Laporan arus kas

Catatan atas laporan keuangan dapat dilihat
dibuku tersendiri.

Pasal 9

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (2) terdiri dari :

a. Laporan kinerja tercantum dalam Lampiran V peraturan daerah

ini berupa LAKIP.

b. Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan

daerah tercantum dalam Lampiran VI peraturan daerah ini.

Pasal 10

Bupati Katingan menetapkan peraturan kepala daerah tentang
penjabaran pertanggungfawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian
lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.



BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 1 1

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran

Daerah Kabupaten Katingan

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal, I -3 - zorg-

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal, z ^g - zo rD

SEKRETARIS DAERAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2OL'-NOMOR 
'O

BUPATI KATI

AHMAD YANTENGLIE

NIKODEMOS


